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ABSTRAK

Boby Olvianda Jamil. 00376. Pengaruh Faktor Teknis Dan Faktor
Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja
(Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Solok). Skripsi. Program
Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2013.

Pembimbing I : Dr. H. Syamwil, M.Pd
Il : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. (1) Pengaruh
faktor teknis terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja. (2) Pengaruh
faktor organisasi terhadap implementasi sistem pengukuran Kkinerja. Jenis
penelitian ini digolongkan penelitian yang bersifat kausatif. Populasi penelitian
adalah SKPD di Kota Solok. Pemilihan sampel ditentukan berdasarkan metode
total sampling, sebanyak 25 SKPD di kota Solok. Data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner.
Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan
data dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Faktor teknis tidak
berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem pengukuran Kinerja dengan
nilai thiwng < twper yaitu -0,048 < 1,669 dengan nilai signifikansi 0,962 > 0,05 (H;
ditolak). (2) Faktor organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap
implementasi sistem pengukuran kinerja dengan nilai thiwung > teabel Yaitu 3,818 >
1,669 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 (H; diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kantor SKPD kota Solok
untuk selalu meningkatkan faktor teknis dan faktor organisasi untuk mendapatkan
hasil implementasi sistem pengukuran kinerja berjalan dengan baik. Selain itu
juga disarankan agar memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi
implementasi sistem pengukuran kinerja. Bagi penelitian selanjutnya dapat
dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain
yang berpengaruh.

Kata kunci: faktor teknis, faktor organisasi, implementasi sistem pengukuran
Kinerja.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tekanan terhadap pemerintah daerah dalam memberikan layanan
publik yang lebih baik, menuntut para pengelola pemerintah daerah untuk
memperbaiki  kinerjanya ~ dan  mendorong  pemerintah  untuk
mengimplementasikan sistem pengukuran Kkinerja. Pengukuran kinerja ini
merupakan pengawasan dan pelaporan pencapaian suatu program yang
dilakukan secara terus-menerus, khususnya penilaian kemajuan pencapaian
program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan semula (GAO, 2005b)
dalam Nurkhamid (2008:47). Sistem ini akan mengukur dan menilai kinerja
pemerintah berdasarkan tingkat kemampuannya dalam memberikan
pelayanan publik serta sampai sejauh mana publik merasakan manfaat dari
berbagai kebijakan/program/kegiatan yang dijalankan pemerintah.

Pengukuran Kinerja di instansi pemerintah telah diwajibkan
berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/1X/6/Y/1999 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah
diperbaiki dengan Keputusan LAN Nomor 239/1X/6/8/2003. Laporan
Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan bentuk
pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat yang berisi informasi

mengenai pencapaian hasil pelaksanaan suatu kebijakan/program. Tingkat



keberhasilan suatu instansi pemerintah harus memperhatikan seluruh
aktivitas, tidak semata-mata berdasarkan input program instansi, tetapi lebih
ditekankan pada output, proses, manfaat, dan dampak program bagi
kesejahteraan masyarakat. Melalui pengukuran Kinerja, keberhasilan suatu
instansi dapat dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber
daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana.

Melalui LAKIP kinerja pemerintah akan dinilai secara transparan,
sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, LAKIP akan
dapat mendorong pemerintah melaksanakan good governance, memberikan
masukan kepada pihak—pihak yang berkepentingan dengan pemerintah, serta
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan
terwujudnya akuntabilitas Kinerja.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010 tentang Pengukuran
Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran dan
diperbaharui dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas
Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara Dan
Lembaga. Pasal 3 (1) dan (2) keputusan tersebut menyebutkan bahwa
evaluasi kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan
fungsi peningkatan kualitas, serta fungsi akuntabilitas sebagaimana yang
dimaksud bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan
secara profesional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang

dikelola Kementerian/Lembaga bersangkutan bagi kepentingan masyarakat.



Mardiasmo (2004:121), pengukuran Kinerja sektor publik dilakukan
untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik
dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran
kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan
dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan
efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan
publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian
sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik
dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan
memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Poister dan Streib (1999) dalam Nurkhamid (2008:48) menunjukkan
bahwa penggunaan ukuran kinerja oleh pemerintah lokal masih didominasi
oleh output, sedangkan yang menyangkut efisiensi, outcome, efektivitas,
kualitas jasa dan kepuasan publik ternyata belum banyak digunakan. Motivasi
pengukuran Kinerja lebih didominasi oleh keinginan pimpinan untuk
akuntabilitas publik serta kepentingan parlemen.

Menurut Cavalluzo dan Ittner (2003:40) membuktikan beberapa
faktor yang mempengaruhi implementasi sistem pengukuran kinerja, yang
meliputi faktor organisasional dan teknis. Faktor organisasional meliputi
komitmen manajemen untuk menggunakan informasi Kinerja, otoritas
pembuatan keputusan yang didelegasikan pada pengguna informasi Kinerja,
dan pelatihan berbagai teknik yang berkaitan dengan implementasi sistem

pengukuran kinerja. Sedangkan faktor teknis meliputi kesulitan menentukan



ukuran Kinerja pada beberapa kebijakan/progam/kegiatan yang sulit diukur
serta keterbatasan sistem informasi yang dimiliki oleh organisasi untuk
memberikan data yang valid, reliable, tepat waktu dan dengan cara yang
efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhamid (2008) yang berjudul
Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.
Variabel independen dalam penelitiannya adalah faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap variabel dependen adalah; keterbatasan sistem
informasi, kesulitan menentukan ukuran Kkinerja, komitmen manajemen,
otoritas pengambilan keputusan, pelatihan, dan budaya organisasi. Sedangkan
variabel dependen adalah sistem pengukuran Kinerja.

Agar pengembangan sistem pengukuran kinerja dapat berhasil dan
berkualitas maka perlu dicari akar permasalahannya. Dalam penelitian ini,
peneliti memakai faktor teknis dan faktor organisasi. Faktor teknis meliputi
keterbatasan sistem informasi dan kesulitan menentukan ukuran Kinerja yang
akan diuji apakah berpengaruh pada implementasi sistem pengukuran knerja.
Faktor organisasi meliputi otoritas pengambilan keputusan dan pelaithan yang
akan diuji apakah berpengaruh pada implementasi sistem pengukuran knerja.

Norman (2010) dalam Astuti (2011:12) mengungkapkan bahwa
kualitas sistem informasi merupakan faktor kunci dalam menentukan
pengimplementasian sistem pengukuran Kkinerja. Masalah teknologi juga
menjadi salah satu kunci yang mempengaruhi keberhasilan inplementasi

sistem informasi. Windayani (2008:16) menyatakan bahwa penggunaan



sistem informasi untuk mendukung sistem pengukuran Kkinerja dan
pembuatan keputusan menjadi terbatas karena keterbatasan sistem informasi
akan menghalangi para manajer memperoleh data yang akurat dan tepat
waktu.

Norman (2010) dalam Astuti (2011:14) mendefinisikan indikator
(ukuran) kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Karena terlalu luasnya dimensi ukuran kinerja sehingga menyulitkan untuk
fokus pada satu ukuran Kinerja, apakah berfokus pada input, proses, output
ataukah outcome. Oleh karena itu, dalam mengembangkan dan
mengimplementasikan  sistem pengukuran kinerja yang berkualitas,
pemerintah harus menetapkan indikator-indikator yang tepat dalam
pengukuran Kinerja (Astuti, 2011:14).

Cavalluzo dan Ittner (2003) dalam Windayani (2008:17)
mendefinisikan otoritas pengambilan keputusan sebagai suatu kondisi dimana
seseorang mempunyai otorisasi atau hak untuk membuat keputusan dengan
persyaratan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
Laurensius (2004) dalam Nurkhamid (2008:52) berpendapat bahwa personil
perlu diberi otoritas untuk membuat ukuran atau target Kinerja sendiri dan
untuk mencapai target itu sesuai aturan yang berlaku dalam organisasi.
Personil yang kurang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan yang
didasarkan pada informasi yang baru akan memberikan dukungan yang lebih

rendah terhadap implementasi yang dilakukan organisasi.



Parlinda (2003) dalam Astuti (2011:17) mendefinisikan pelatihan
merupakan suatu usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan Kinerja
pegawai pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi
tanggungjawabnya. Pelatihan yang diberikan pada personil organisasi
bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan terhadap pemahaman
sistem pengukuran Kinerja.

Belum optimalnya kinerja aparatur Pemda Kota Solok yang dikutip
dari berita online Bakin News (03/12/2010), menyatakan bahwa belum
optimalnya kinerja aparatur Pemda yang menjadikan kondisi birokrasi tidak
efisien, umumnya terletak pada struktur, sistem, prosedur, dan prilaku para
birokrat. Dan Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Jon Hendra yang dikutip dari
berita online Padang Today ( 23/06/2011), menyatakan bahwa masih banyak
program terutama pengerjaan proyek fisik yang belum juga berjalan di Kota
Solok, dan dikhawatirkan kondisi ini akan membuat banyak program yang
telah diagendakan akan terbengkalai sehingga akan merugikan masyarakat.
Atas kondisi yang telah berjalan memasuki pertengahan tahun anggaran, Jon
Hendra menilai sudah pantasnya wali kota Solok melakukan evaluasi
terhadap Kkinerja aparaturnya agar masyarakat tidak merasa dirugikan karena
lambannya jalan program yang ada. Padahal dalam penyusunan anggaran
tahun 2010, pengesahan APBD selalu diupayakan berjalan cepat dengan
tujuan agar dalam menjalankan program memiliki waktu dan persiapan yang
lebih matang. Namun pada kenyataannya meski APBD cepat di bahas dan

disahkan hasilnya tidak menunjukkan seperti apa yang diharapkan. Disini



jelas kinerja aparatur perlu dipertanyakan karena keterlambatan pengerjaan
program seperti yang terjadi tahun ini tidak lepas dari kesiapan dan
kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengontrolnya. Disamping itu, hal
ini juga menunjukkan bahwa masih kurangnya pemanfaatan indikator kinerja
input, output, dan outcome dalam perencanaan Kinerja, alokasi anggaran,
manajemen program, pemantauan, dan evaluasi.

Berdasarkan teori dan permasalahan diatas. Penelitian ini ditujukan
untuk membuktikan pengaruh faktor teknis dan faktor organisasi terhadap
kualitas sistem pengukuran Kinerja. Dan membuat peneliti tertarik melakukan
penelitian yang berjudul, “Pengaruh Faktor Teknis Dan Faktor
Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja (Studi

Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Solok).”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah terdapat berbagai permasalahan.
Untuk itu penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu:
1. Adanya masalah-masalah faktor teknis terhadap implementasi sistem
pengukuran Kinerja.
2. Terdapat masalah dalam Kketerbatasan sistem informasi terhadap
implementasi sistem pengukuran Kinerja.
3. Terdapat masalah dalam kesulitan menentukan ukuran kinerja terhadap

implementasi sistem pengukuran Kinerja.



Adanya masalah-masalah faktor organisasi terhadap implementasi sistem

pengukuran Kinerja.

. Terdapat masalah otoritas pengambilan keputusan terhadap implementasi

sistem pengukuran Kinerja.

. Terdapat masalah pelatihan terhadap implementasi sistem pengukuran

Kinerja.

. Terdapatnya masalah budaya organisasi terhadap implementasi sistem

pengukuran Kinerja.

Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah

yang akan diteliti yaitu faktor teknis dan faktor organisasi yang berpengaruh

terhadap implementasi sistem pengukuran Kinerja.

D.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

Apakah faktor teknis berpengaruh terhadap implementasi sistem
pengukuran Kinerja?
Apakah faktor organisasi berpengaruh terhadap implementasi sistem
pengukuran Kinerja?
Apakah faktor teknis dan faktor organisasi berpengaruh secara bersama-

sama terhadap implementasi sistem pengukuran Kinerja?



E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui:
1. Pengaruh faktor teknis terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja
pada Pemerintahan Kota Solok.
2. Pengaruh faktor organisasi terhadap implementasi sistem pengukuran
Kinerja pada Pemerintahan Kota Solok.
3. Pengaruh faktor teknis dan faktor organisasi secara bersama-sama

terhadap implementasi sistem pengukuran Kinerja.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk penulis, dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap implementasi sistem pengukuran Kinerja.
2. Untuk Akademisi, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan
dalam bidang akuntansi sektor publik.
3. Untuk Pemerintah Kota Solok, memberikan masukan kepada instansi

dalam pengembangan dan penerapan sistem pengukuran Kinerja.



BAB 11

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori
1. Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja

Sistem adalah sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk
mencapai suatu tujuan (Bodnar, 2006) dalam Astuti (2011:23). Sedangkan
pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional
suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan Kinerja
yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2001:415).

Mardiasmo (2004:121) menyatakan sistem pengukuran kinerja sektor
publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik
menilai pencapaian suatu strategi. Sistem pengukuran Kinerja dapat dijadikan
sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat
dengan menetapkan reward dan punishment.

Sistem pengukuran kinerja perlu dikembangkan guna mendukung
pemerintah meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan
publik yang lebih baik. Sehingga dalam penelitian ini pengembangan sistem
pengukuran Kinerja adalah proses pengumpulan ukuran Kkinerja yang
dilaporkan secara teratur melalui sistem informasi suatu instansi pemerintah.
Dengan demikian, pengembangan sistem pengukuran kinerja tercerminkan
dengan adanya pengembangan berbagai ukuran kinerja yang akan digunakan

oleh suatu organisasi. Ukuran kinerja tersebut menggambarkan pentingnya

10
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suatu jasa/layanan, hasil suatu program dan proses untuk menghasilkan
jasa/layanan tersebut. Sehingga ukuran kinerja dapat dijadikan alat yang
membantu organisasi memahami, mengelola dan meningkatkan kinerjanya
(Nurkhamid, 2008:54).

Wang (2000) dalam Windayani (2008:13) mendefinisikan pengukuran
Kinerja sebagai pengukuran tingkat aktivitas dan pencapaiannya melalui
sejumlah indikator. Pengukuran Kinerja dapat digunakan dalam berbagai
tahap penganggaran publik. Unit-unit layanan dalam pemerintahan dapat
menggunakan indikator kinerja untuk menunjukkan pencapaian layanan
mereka dan membantu dalam mengestimasi anggaran.

Menurut Indra (2006:275), manfaat pengukuran Kinerja sebagai
berikut:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang

digunakan untuk pencapaian Kinerja.

2. Memastikan tercapainya skema Kinerja yang disepakati.

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kinerja dan
membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan
untuk memperbaiki kinerja.

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja
yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja
yang telah disepakati.

5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam

upaya memperbaiki Kinerja organisasi.
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6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secar
objektif.

9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10. Mengungkap permasalahan yang terjadi.

Penelitian Cavalluzzo dan Ittner (2003:40) mengungkapkan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pengukuran
Kinerja. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya pelatinan yang diberikan
kepada aparat pemerintah, keterbatasan kemampuan sistem informasi,
kesulitan menentukan ukuran Kinerja yang tepat, kurangnya komitmen
organisasi, dan keterbatasan otoritas pembuatan keputusan.

GAO (2005b) membagi empat kategori utama tipe pembuatan
keputusan yang dapat melibatkan informasi Kinerja.

1. Pertama, untuk mengidentifikasikan berbagai masalah yang
dihadapi  suatu  program, mengidentifikasikan penyebab
munculnya masalah tersebut, dan kemudian mengembangkan
berbagai tindakan untuk mengoreksi masalah yang ada.

2. Kedua, untuk mengembangkan strategi, rencana dan anggaran,
menentukan prioritas program, dan membuat keputusan
pengalokasian sumber daya yang akan mempengaruhi program di

masa depan.
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3. Ketiga, untuk mengakui dan menghargai kinerja yang telah
dicapai oleh personil organisasi.

4. Keempat, untuk mengidentifikasikan berbagai pendekatan yang
lebih efektif untuk implementasi program dan menyebarkan
pendekatan tersebut kepada segenap anggota organisasi.

Penelitian lain menyebutkan bahwa faktor rasional, teknokratik,
politik dan budaya organisasi berpengaruh terhadap sistem pengukuran
kinerja. Faktor rasional dan teknokratik meliputi kebijakan internal,
ketersediaan sumber daya, akses terhadap sistem informasi, orientasi terhadap
tujuan, dan peraturan yang mewajibkan organisasi mengadopsi pengukuran
kinerja. Sedangkan Faktor politik dan budaya berupa keberadaan dukungan
internal dan eksternal serta sikap keterbukaan organisasi menerima inovasi
dan perubahan ( Julnes dan Holzer; 2001) dalam Nurkhamid, (2007:50).

Mengacu pada hasil beberapa penelitian di atas, peneliti bermaksud
menguji beberapa faktor yang berpengaruh pada kualitas sistem pengukuran
Kinerja. Beberapa faktor tersebut adalah faktor teknis meliputi keterbatasan
sistem informasi, kesulitan menetukan ukuran Kkinerja, dan faktor organisasi
meliputi otoritas pengambilan keputusan, dan pelatihan.

2. Faktor Teknis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), faktor adalah hal
(keadaan, peristiwa) atau mempengaruhi dan teknis adalah bersifat atau
mengenai. Dalam penelitian ini faktor teknis adalah hal-hal yang dapat

mengenai sistem dalam penerapan sistem pengukuran kinerja. Cavalluzo dan
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Ittner  (2003:40) membuktikan faktor teknis yang mempengaruhi
implementasi sistem pengukuran kinerja yang meliputi keterbatasan sistem
infofrmasi dan kesulitan dan kesulitan menentukan ukuran Kinerja.

a. Keterbatasan sistem informasi

Bodnar (2006) dalam Astuti (2011:12) mendefinisikan sistem dan
informasi sebagai berikut: “Sistem adalah sekumpulan sumber daya yang
saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah data
yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan”.
Berdasarkan definisi sistem dan informasi yang telah disebutkan, maka sistem
informasi dijabarkan sebagai sebuah rangkaian prosedur formal dimana data
dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada
pemakai atau suatu sistem yang mengubah atau memproses data menjadi
informasi, sehingga merupakan model dasar sistem informasi.

Nurkhamid (2008:13), organisasi dengan kualitas sistem informasi
yang baik akan dapat mengimplementasikan sistem pengukuran Kinerja lebih
baik dibandingkan dengan kualitas sistem informasi yang kurang baik. Dan
masalah dalam sistem informasi berhubungan keterbatasan kemampuan
sistem informasi yang ada untuk memberikan data yang reliabel, valid, tepat
waktu, dan dengan biaya yang efektif.

Kravcuk dan Schank (1996) dalam Nurkhamid (2008:50)
menunjukkan bahwa instansi pemerintah sering menghadapi masalah yang
serius dalam pengukuran kinerja, karena adanya berbagai masalah dalam

sistem informasi yang digunakan seperti perbedaan definisi data, teknologi,
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kemudahan akses dan jumlah data yang didapatkan. Dengan adanya
keterbatasan sistem informasi akan menjadi penghalang bagi pemimpin
dalam instansi pemerintah untuk mendapatkan data dengan tepat waktu dan
dapat dipercaya sehingga kemampuan pemimpin dalam menggunakan sistem
pengukuran kinerja pun menjadi terbatas.

Informasi dikatakan berkualitas jika memenuhi Kriteria-kriteria
sebagai berikut (Jogiyanto, 2001) dalam Arief (2006:26):

1) Akurat (acuracy)

Informasi  harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak
menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan
maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke
penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat
mengubah atau merusak informasi tersebut.

2) Tepat waktu (timelines)

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi
yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi.
3) Relevan (relevance)

Informasi dikatakan relevan apabila mempunyai manfaat bagi
pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang akan berbeda.

Menurut Cavalluzzo dan Ittner (2003) dalam Windayani (2008:16),
keterbatasan kemampuan sistem informasi berpengaruh negatif pada

pengembangan sistem pengukuran kinerja dan penggunaan informasi kinerja.
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b. Kesulitan menentukan ukuran Kinerja

Norman (2010) dalam Astuti (2011:14) mendefinisikan indikator
(ukuran) kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Untuk dapat memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,
pemerintah perlu melakukan pengukuran Kkinerja. Beberapa penelitian
terdahulu mengemukakan bahwa masalah yang juga sering terjadi di instansi
pemerintah adalah kesulitan untuk menentukan ukuran kinerja yang tepat.
Sehingga kesulitan dalam menentukan ukuran kinerja akan berdampak pada
keterbatasan penggunaan ukuran kinerja untuk mendukung pemerintah dalam
pengambilan keputusan guna memperbaiki Kinerja.

Penelitian Cavalluzo dan Ittner (2004) dalam Windayani (2008:16)
menunjukkan kesulitan menentukan ukuran Kinerja berpengaruh negatif
terhadap pengembangan ukuran kinerja dan penggunaan informasi Kinerja
yang dihasilkan oleh implementasi sistem pengukuran kinerja.

3. Faktor Organisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), faktor adalah hal
(keadaan, peristiwa) atau mempengaruhi dan organisasi adalah kesatuan
susunan atau kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk
mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini faktor organisasi adalah hal-
hal keadaan dalam organisasi yang berpengaruh dalam penerapan sistem

pengukuran Kinerja. Cavalluzo dan Ittner (2003:40) membuktikan faktor
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organisasi yang mempengaruhi implementasi sistem pengukuran Kinerja yang
meliputi otoritas pengambilan keputusan dan pelatihan.
a. Otoritas Pengambilan Keputusan

Cavalluzo dan Ittner (2003:24) mendefinisikan otoritas pengambilan
keputusan sebagai suatu kondisi dimana seseorang mempunyai otorisasi atau
hak untuk membuat keputusan dengan persyaratan yang telah ditentukan
untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Terpusatnya otoritas pengambilan
keputusan juga akan mengurangi tingkat akuntabilitas diantara personil
organisasi sektor publik dan menyebabkan timbulnya keputusan tentang
kinerja dan sumber daya yang tidak diinginkan serta mismanagement yang
mengarah pada penurunan kualitas pelayanan publik (Mwita, 2000) dalam
Nurkhamid (2008:52).

Terkait dengan sistem pengukuran Kinerja Laurensius (2004) dalam
Windayani (2008:17) berpendapat bahwa personil perlu diberi otoritas untuk
membuat ukuran atau target kinerja sendiri dan untuk mencapai target itu
sesuai aturan yang berlaku dalam organisasi. Personil yang kurang memiliki
otoritas dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang
baru akan memberikan dukungan yang lebih rendah terhadap implementasi
yang dilakukan organisasi.

Cavalluzzo dan Ittner (2003) dalam Astuti (2011:39) membuktikan
bahwa otoritas pengambilan keputusan yang diberikan kepada pihak
manajemen berpengaruh positif pada pengembangan sistem pengukuran

kinerja dan penggunaan informasi kinerja.
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b. Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu usaha untuk memperbaiki dan
meningkatkan Kkinerja pegawai pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang
menjadi tanggung jawabnya (Parlinda, 2003) dalam Astuti (2011:17).
Pemanfaatan ilmu pengetahuan di dalam instansi pemerintah sangat
dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada
masyarakat karena setiap bagian dari rangkaian kerja dalam instansi
pemerintah harus dilaksanakan dengan terampil oleh personil dalam
organisasi tersebut. Dimana personil organisasi tersebut merupakan salah satu
unsur yang berfungsi sebagai penggerak jalannya roda organisasi sehingga
personil organisasi memiliki peranan yang penting dalam memenuhi tuntutan
masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik.

Pelatihan yang diberikan pada personil organisasi akan meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan terhadap pemahaman pengukuran kinerja dan
penggunaan informasi kinerja. Laurensius dan Halim (2005) dalam
Windayani (2008:17), menunjukkan bahwa pengetahuan teknis yang dimiliki
personil organisasi berpengaruh positif pada pengembangan pengukuran
Kinerja. Hasil penelitian Cavalluzzo dan Ittner (2003) juga menunjukkan
bahwa pelatihan yang berhubungan dengan implementasi pengukuran kinerja
berpengaruh positif pada pengembangan pengukuran kinerja dan penggunaan

informasi Kinerja.
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4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sistem pengukuran Kinerja di instansi pemerintah
telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan
pada tahun 2003 oleh Cavalluzzo dan Ittner yang berjudul Implementasi
Inovasi Pengukuran Kinerja: Bukti dari Pemerintah. Dalam penelitian ini
menggunakan 3 jenis variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen,
dan variabel moderating. Variabel independen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah faktor-faktor implementasi yang terdiri dari keterbatasan
sistem informasi, kesulitan menentukan ukuran Kkinerja, komitmen
manajemen, otoritas pengambilan keputusan, pelatihan, dan mandat legislatif.
Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan adalah pengembangan
sistem pengukuran; sistem outcomes yang terdiri dari akuntabilitas yang lebih
baik, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan Kinerja
pemerintah. Dan variabel moderat yang digunakan adalah kinerja dan hasil
tindakan pemerintah, dan pelayanan senior eksekutif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor organisasi
seperti komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, dan pelatihan
dalam teknik pengukuran kinerja memiliki pengaruh positif yang signifikan
pada pengembangan sistem pengukuran, akuntabilitas Kinerja, dan
penggunaan informasi kinerja. Kemudian dan bahwa isu-isu teknis seperti
keterbatasan sistem informasi dan kesulitan untuk memilih dan menafsirkan
ukuran Kinerja yang tepat dalam mengukur aktivitas memainkan peran

penting dalam implementasi sistem serta sejauhmana pengukuran kinerja
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dan akuntabilitas positif terkait dengan penggunaan informasi Kinerja untuk
berbagai keperluan. Namun dalam penelitian ini, Cavalluzzo dan Ittner tidak
dapat membuktikan pengaruh negatif antara keterbatasan sistem informasi
dan kesulitan menentukan ukuran kinerja terhadap pengembangan sistem
pengukuran, akuntabilitas, dan penggunaan informasi kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhamid pada tahun 2008 yang
berjudul Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi
Pemerintah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari keterbatasan sistem informasi, kesulitan menentukan ukuran Kinerja,
komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, pelatihan, budaya
organisasi. Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah
pengembangan sistem pengukuran, akuntabilitas, dan penggunaan informasi
Kinerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen manajemen,
pelatihan, dan budaya organisasi terbukti berpengaruh terhadap
pengembangan sistem pengukuran, akuntabilitas, dan penggunaan informasi
Kinerja. Namun tidak dengan otoritas pengambilan keputusan yang terbukti
tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi
Kinerja dan keterbatasan sistem informasi terbukti sebaliknya. Di lain pihak,
kesulitan menentukan ukuran Kinerja terbukti berpengaruh negatif terhadap
pengembangan sistem pengukuran kinerja namun tidak terhadap akuntabilitas
kinerja dan penggunaan informasi kinerja. Pengembangan sistem pengukuran

Kinerja terbukti berpengaruh positif secara langsung terhadap akuntabilitas
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Kinerja dan penggunaan penggunaan informasi kinerja, serta berpengaruh
positif secara tidak langsung terhadap penggunaan informasi Kinerja.

Selanjutnya penelitian yang digunakan sebagai penlitian terdahulu
adalah penelitian yang dilakukan Astuti (2011) yang berjudul Persepsi
Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran, Akuntabilitas Dan Penggunaan
Informasi Kinerja Di Instansi Pemerintah. Penelitian ini meneliti lima faktor
yang mempengaruhi sistem pengukuran, akuntabilitas dan penggunaan
informasi kinerja di Instansi Pemerintah. Kelima faktor tersebut adalah
ketrbatasan sistem informasi, kesulitan menentukan ukuran Kkinerja,
komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan dan budaya
organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sistem
informasi tidak terbukti berpengaruh terhadap pengembangan sistem
pengukuran, akuntabillitas dan penggunaan informasi Kinerja. Kesulitan
menentukan ukuran Kkinerja berpengaruh positif terhadap pengembangan
sistem pengukuran dan akuntabilitas, serta tidak terbukti berpengaruh negatif
terhadap penggunaan informasi kinerja. Otoritas pengambilan keputusan
berpengaruh positif terhadap pengembangan sistem pengukuran, akuntabilitas
dan penggunaan informasi kinerja. Pelatihan berpengaruh negatif terhadap
pengembangan sistem pengukuran dan akuntabilitas, serta tidak terbukti
berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi kinerja.

Delvia (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh kesulitan
menentukan ukuran Kinerja, pelatihan, dan budaya organisasi terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Padang. Hasil peneliian
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menunjukkan bahwa pelatihan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan

positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh Faktor Teknis Terhadap Implementasi Sistem Pengukuran
Kinerja

Faktor teknis adalah hal-hal yang dapat mengenai sistem dalam
penerapan sistem pengukuran Kkinerja. Cavalluzo dan Ittner (2003:40)
membuktikan faktor teknis yang mempengaruhi implementasi sistem
pengukuran Kkinerja yang meliputi keterbatasan sistem infofrmasi dan
kesulitan dan kesulitan menentukan ukuran Kinerja.

Dalam indikator keterbatasan sistem informasi, Bodnar (2006) dalam
Astuti (2011:12) mendefinisikan sistem dan informasi sebagai berikut:
“Sistem adalah sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai
suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah data yang diorganisasi yang dapat
mendukung ketepatan pengambilan keputusan”. Organisasi dengan kualitas
sistem informasi yang baik akan dapat mengimplementasikan sistem
pengukuran kinerja lebih baik dibandingkan dengan kualitas sistem informasi
yang kurang baik (Nurkhamid, 2008:13).

Cavalluzo dan Ittner (2003) dalam Windayani (2008:16) menyatakan
bahwa organisasi dengan kualitas sistem informasi yang lebih baik
memungkinkan untuk mengimplementasikan sistem pengukuran yang baru

dengan lebih mudah dibandingkan organisasi dengan sistem informasi yang
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memiliki kualitas lebih rendah. Jadi, menurut Cavalluzo dan Ittner
keterbatasan sistem informasi berpengaruh signifikan negatif pada
pengembangan sistem pengukuran kinerja dan penggunaan informasi kinerja.

Windayani (2008:16) menyatakan bahwa penggunaan sistem
informasi untuk mendukung sistem pengembangan pengukuran Kinerja dan
pembuatan keputusan pada penganggaran menjadi terbatas karena
keterbatasan sistem informasi akan mengahalangi para manajer memperoleh
data yang akurat dan tepat waktu.

Dalam indikator kesulitan menetukan ukuran kinerja, Norman (2010)
dalam Astuti (2011:14) mendefinisikan indikator (ukuran) kinerja sebagali
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Nurkhamid (2008:51) menyatakan kesulitan dalam menentukan
ukuran kinerja akan mengarah pada keterbatasan penggunaan ukuran Kinerja.
Cavalluzo dan Ittner (2003) mengemukakan bahwa kesulitan menentukan
ukuran Kinerja berpengaruh negatif terhadap pengembangan sistem
pengukuran Kinerja.

2. Pengaruh Faktor Organisasi Terhadap Implementasi Sistem
Pengukuran Kinerja

Faktor organisasi adalah hal-hal keadaan dalam organisasi yang

berpengaruh dalam penerapan sistem pengukuran kinerja. Cavalluzo dan

Ittner (2003:40) membuktikan faktor organisasi yang mempengaruhi
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implementasi sistem pengukuran kinerja yang meliputi otoritas pengambilan
keputusan dan pelatihan.

Dalam indikator otoritas pengambila keputusan, Cavalluzo dan Ittner
(2003:24) mendefinisikan otoritas pengambilan keputusan sebagai suatu
kondisi dimana seseorang mempunyai otorisasi atau hak untuk membuat
keputusan dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan
strategis organisasi. Dan membuktikan bahwa otoritas pengambilan
keputusan yang diberikan kepada pihak manajemen berpengaruh positif pada
pengembangan sistem pengukuran kinerja dan penggunaan informasi kinerja.

Dalam indikator pelatihan, Parlinda (2003) dalam Astuti (2011:17)
mendefinisikan pelatihan merupakan suatu usaha untuk memperbaiki dan
meningkatkan Kkinerja pegawai pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang
menjadi tanggungjawabnya. Laurensius dan Halim (2005) dalam Windayani
(2008:17), menunjukkan bahwa pengetahuan teknis yang dimiliki personil
organisasi berpengaruh positif pada pengembangan pengukuran Kinerja.
Cavalluzo dan Ittner (2003) juga menunjukkan bahwa pelatihan yang
berhubungan dengan implementasi pengukuran Kinerja berpengaruh positif
pada pengembangan pengukuran Kinerja dan penggunaan informasi kinerja.

3. Pengaruh Faktor Teknis Dan Faktor Organisasi Secara Bersama-
sama Terhadap Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja

Cavalluzo dan Ittner (2003) meneliti faktor teknis dan faktor
organisasional pada implementasi sistem pengukuran kinerja. Faktor teknis

dan faktor organisasional mampu menjelaskan pengembangan sistem
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pengukuran Kinerja, dengan hasil penelitian faktor teknis tidak membuktikan
pengaruh negatif sedangkan faktor organisasi memiliki pengaruh signifikan
positif.

Faktor teknis dan faktor organisasi merupakan variabel bebas yang
akan diuji apakah secara simultan atau bersama-sama mampu menjelaskan
variabel terikat yaitu implementasi sistem pengukuran Kinerja. Pengujian
dilakukan dengan alat analisis yaitu uji F, dengan ketentuan jika Fhitung> Fravel
maka variabel bebas mampu secara bersama-sama menjelaskan variabel

terikat.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh
antara variabel independen yaitu faktor teknis dan faktor organisasi terhadap
variabel dependen yaitu implementasi sistem pengukuran Kinerja.
Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun kerangka konseptual teoritis

yang dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Faktor Teknis

Implementasi Sistem
Pengukuran Kinerja

Faktor Organisasi

D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah

dikemukan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis sebagai

berikut:

H1:

H2:

H3:

Faktor teknis berpengaruh signifikan negatif terhadap
implementasi sistem pengukuran Kinerja.
Faktor organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap
implementasi sistem pengukuran kinerja.
Faktor teknis dan faktor organisasi secara bersama-sama
berpengaruh terhadap implementasi sistem pengukuran

Kinerja.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh

faktor teknis dan faktor organisasi terhadap implementasi sistem pengukuran

Kinerja adalah sebagai berikut:

1.

Faktor teknis terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja tidak
terbukti berpengaruh signifikan. Faktor teknis yang dilaksanakan aparat
pemerintah Kota Solok cukup baik dan masih harus dilakukannya

peningkatan untuk kedepannya agar mendapatkan hasil yang baik.

. Faktor organisasi terhadap implementasi sistem pengukuran Kinerja

terbukti berpengaruh signifikan positif. Faktor organisasi pada pemerintah
Kota Solok sudah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan agar lebih

baik lagi.

. Faktor teknis dan faktor organisasi secara bersama-sama mampu

menjelaskan implementasi sistem pengukuran kinerja pada Pemerintahan

Kota Solok. Dengan hitungan uji F, Fhitung > Ftabel.

69
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B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan
penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan
dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan. Dilihat pada koefisien
determinasi, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya
dapat menjelaskan sebesar 16,4% sedangkan sisanya 83,6% ditentukan
oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.
Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan
pengaruhnya terhadap implementasi sistem pengukuran Kinerja.

2. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara
tertulis dalam bentuk kuesioner akan mempengaruhi hasil penelitian.
Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan
keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui
wawancara langsung dengan responden.

3. Peneliti meneliti pada waktu akhir tahun, dimana pejabat dan para staf
pada instansi tersebut sibuk membuat laporan tahunan, sehingga agak

menghambat dalam penyebaran kuesioner.
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C. Saran
Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti
menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa faktor teknis dan faktor organisasi
dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal
yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini
berdampak pada implementasi sistem pengukuran Kinerja pada
Pemerintahan Kota Solok. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian
ulang mengenai faktor teknis, supaya seluruh aparat pemerintah dapat
memahami faktor teknis implementasi sistem pengukuran Kinerja yang
dilakasanakan. Karena hasil penelitian menemukan faktor teknis terhadap
implementasi sistem pengukuran kinerja tidak berpengaruh signifikan.

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk
mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara
langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban
responden mungkin akan lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

3. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka
peneliti  menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat
menambahkan dan menggunakan variabel lain, karena dari hasil model
penellitian yang digunakan diketahui bahwa variabel penelitian yang
digunakan dapat menjelaskan 16,4%, sedangkan 83,6% dijelaskan oleh

faktor lain yang tidak diteliti.
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Padang, Desember 2012
Kepada Yth,
Bapak/Ibu Responden
Di tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya Saya mendo’akan semoga Bapak/ibu dalam keadaan sehat
dan selalu sukses, amin. Saya adalah mahasiswa program Akuntansi pada
Universitas Negeri Padang, adapun identitas Saya adalah sebagai berikut:

Nama : Boby Olvianda Jamil

NIM : 00376

BP  : 2008

Saat ini Saya sedang melakukan penelitian guna untuk menyelesaikan
tugas akhir skripsi. Namun, kelancaran penelitian ini sangat tergantung dari
kesediaan Bapak/lbu memberikan informasi yang Saya kumpulkan melalui
kuesioner (terlampir), untuk Skripsi yang berjudul “Pengaruh Faktor Teknis
Dan Faktor Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Pengukuran
Kinerja” (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Solok).

Informasi yang diperoleh dari Bapak/lbu akan saya jaga kerahasiaannya,
dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata. Untuk itu Saya
mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya membantu dalam memberikan
jawaban pada kuesioner yang terlampir. Bapak/lbu dimohonkan untuk
memberikan tanda check list (V) pada kolom pilihan yang telah disediakan sesuai
dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan atau pertanyaan yang diberikan.

Demikianlah surat ini Saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan

Bapak/Ibu Saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Boby Olvianda Jamil
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KUESIONER

A. ldentitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi daftar pertanyaan berikut:

Nama e
Umur e Tahun

Jenis Kelamin : D Perempuan Laki-Laki
Nama SKPD PP PP
Jabatan SRR PP

Kuisioner latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja

1. Jenjang pendidikan formal yang Bapak/Ibu tempuh:

a. S2 d. D1
b. S1 e. SLTA
c. D3

2. Bidang Keahlian (Pendidikan) Bapak/Ibu yang telah ditempuh:

a. Akuntansi d. Hukum
b. Manajemen e. llmu Lainnya (....cccoeevvevennnne. )
c. Teknik

3. Berapa lama Bapak/lbu bekerja sebagai kepala bagian/staf akuntansi

di SKPD ini:
a. >5Tahun d. 2 Tahun
b. 4 Tahun e. <2 Tahun

c. 3 Tahun
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1. Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja
Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list ( ¥V ) pada salah satu
jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.
SS = Sangat Setuju TS  =Tidak Setuju
S = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju
RR = Ragu-Ragu

No Pernyataan SS RR | TS| STS

1. | SKPD telah mengalokasikan sumber daya yang
ada.

2. | SKPD telah membuat tolok ukur kinerja pada
setiap anggaran kegiatan (mengenai input, output,
dan outcome).

3. | Setiap wunit kerja selalu berupaya untuk
meningkatkan pelayanan publik.

4. | Informasi kinerja sudah digunakan untuk
memperbaiki indikator kinerja program.

5. | SKPD selalu menentukan target kinerja pada
anggarannya untuk melihat tingkat pencapaian
program/kegiatan.

6. | SKPD selalu berupaya agar efektivitas dan
efisiensi dalam penggunaan biaya dapat
diwujudkan.

7. | Informasi kinerja sering digunakan untuk
menetapkan tujuan kinerja yang baru.

8. | Adanya upaya untuk mewujudkan efektivitas dan
efisiensi penggunaan biaya terkait dengan
kebijakan pada masing-masing unit kerja.

9. | Setiap unit Kkerja selalu berusaha untuk
menigkatkan efisiensi penggunaan biaya.

10. | SKPD menggunakan informasi kinerja dalam
menyusun anggaran.

11 | SKPD menggunakan informasi kinerja dalam
membuat keputusan masalah pendanaan.

12 | Telah adanya upaya agar penggunaan dana

berorientasi pada kepentingan publlik.
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2. Keterbatasan Sistem Informasi
Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list ( V) pada salah satu
jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.
SS = Sangat Setuju TS  =Tidak Setuju
S = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju
RR = Ragu-Ragu

No Pernyataan SS| S |RR | TS| STS

1. | Kesulitan dalam memperoleh data yang akurat
dan dapat dipercaya.

2. | Kesulitan dalam memperoleh data dengan tepat
waktu.

3. | Adanya biaya lebih yang tidak sebanding dengan
informasi  yang saya  peroleh untuk
mengumpulkan data diperlukan.

4. | Ketidakmampuan sistem informasi yang ada
untuk memberikan data yang diperlukan.

5. | Informasi mempunyai manfaat bagi pemakainya.

3. Kesulitan Menetukan Ukuran Kinerja
Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list ( ¥ ) pada salah satu
jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.
SS = Sangat Setuju TS  =Tidak Setuju
S = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju
RR = Ragu-Ragu

No Pernyataan SS| S |RR|TS | STS

1. | Kesulitan menentukan indikator Kinerja yang
tepat

2. | Kesulitan mengukur kinerja suatu program yang
hasilnya baru akan diperoleh di masa depan.

3. | Kesulitan menggunakan informasi kinerja untuk
meningkatkan kualitas suatu program.

4. | Kesulitan menggunakan informasi kinerja untuk
menentukan tujuan kinerja yang baru.
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Kesulitan menggunakan informasi Kkinerja untuk
merevisi tujuan Kinerja yang sudah ada.

4. Otoritas Pengambilan Keputusan

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list ( V ) pada salah satu

jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.
SS = Sangat Setuju TS  =Tidak Setuju

S = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju

RR = Ragu-Ragu

No Pernyataan SS RR | TS| STS
1. | Pimpinan memiliki otoritas dalam membuat
keputusan yang diperlukan untuk membantu
organisasi mencapai berbagai tujuan strategis.
2. | Saran dan kritik dari masyarakat dijadikan
pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil
keputusan.
3. | Saran dan kritik dari staff dijadikan pertimbangan
bagi pimpinan untuk mengambil keputusan.
5. Pelatihan

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list ( ¥ ) pada salah satu

jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.
SS = Sangat Setuju TS  =Tidak Setuju

S = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju

RR = Ragu-Ragu

No Pernyataan SS RR | TS | STS
Pelatihan telah diberikan kepada:

1. | Membuat perencanaan strategis.

2. | Menentukan tujuan Kinerja suatu

program/kegiatan/proyek.
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Mengembangkan berbagai indikator Kkinerja suatu
program/kegiatan/proyek.

Menggunakan informasi kinerja ~ dalam
mendukung proses pembuatan keputusan.

Menghubungkan antara pencapaian kinerja suatu
program/kegiatan/proyek dengan tujuan strategis
organisasi.




